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WALIKOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA  BAUBAU

NOMOR : 23 TAHUN  2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor ... Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Baubau tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
rincian lebih lanjut dari  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang–Undang  Nomor  12  Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  62,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
3569);

2. Undang-Undang  Nomor   28   Tahun   1999   tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih  dan  Bebas dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor   25  Tahun 2000  tentang
Program  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang     Nomor     13     Tahun    2001
tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
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5. Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 442);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4024);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5272 );
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24. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2013 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    : PERATURAN  WALIKOTA  BAUBAU  TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KOTA
BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2014 sebagai
berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 54,989,798,633.62

b. Dana Perimbangan Rp. 640.021.950.788,00

c. Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah

Rp. 1.047.927.400,00

Jumlah Pendapatan Rp. 696,059,676,821.62

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 354,860,262,889.00

1. Belanja Pegawai Rp. 350,131,240,652.00

2. Belanja Bunga Rp. 0,00

3. Belanja subsidi Rp. 0,00

4. Belanja Hibah Rp. 4.324.000.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 150.000.000,00

6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
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7. Belanja Bantuan
Keuangan

Rp. 254.622.237,00

8. Belanja Tak Terduga Rp. 400.000,00

b. Belanja Langsung Rp. 265,020,503,173.00

1. Belanja Pegawai Rp. 27,287,383,355.00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 120,829,130,344.00

3. Belanja Modal Rp. 116,903,989,474.00

Jumlah Belanja Rp. 619,880,766,062.00

Surplus/(defisit) Rp. 76,178,910,759.62

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 111,499,725,035.77

b. Pengeluaran Rp. 8,250,000,000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 103,249,725,035.77

Sisa Lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenan

Rp. 179,428,635,795.39

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam
pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota
Baubau ini;

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran;

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam
pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota
Baubau ini;

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari
Peraturan Walikota Baubau ini;
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Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan  di  Baubau

pada tanggal 21 Agustus 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS  DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 14


